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WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 84 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGS!
DINAS TATA KOTA DAN PERMUKIMAN
KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b dan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Surabays Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasl Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan
pembentukan, tugas, fungsi dan susunan Organisasi Dinas
Tata Kota dan Parmukiman Kota Surabaya ;

bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a serta deiam rangka pelaksenaan ketertuan
Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun
2005 tenlany OQrganisasi Dinas Kota Surabaya periu
menetapkan Feraturan Walikota Surabaya tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota
Surabays

Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dasiam Lingkungan Propinsi Jawa
TimuriJawa Tengah/Jawa Barati dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah  dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730):

Undang-Undang Namor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
{Lembatan Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2611);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Parmukiman (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 23,

Tambahan Lembarar Negara Nomor 345%);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Megara Tahun 1982 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negare Tahun 1996 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4377) ,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaren Negara Tehun
2004 Nomer 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telan diubah
dengan Undang-Undang Nemor 8 Tahun 2005 (Lombaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomer 4548);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 fentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4444);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan
{Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3293):

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1888 {entang Rumah
Suaunt {Lembaran Negara Tahun 1588 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3372) -

Peraturan Pernerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usahs
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi {Lembaran Negara

Tatun 2000 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3855);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggarean Pambinaan Jasa Konstrukei (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Momar 3957)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Dasrah (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005
tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Dasrah
Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

MEMUTUSAKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
DAN FUNGSI DINAS TATA KOTA DAN PERMUKIMAN
SURABAYA KOTA SURABAYA,



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Pefaturan ‘Valikota ini yang dimaksud dengan
1. Daerab adalah Kota Surabaya .
2. Pameriniah Xota Surabays yang selanjuinya dapat disingkat
Pemerintah Dacrah adaiah Kepala Daerab berserta Perangket
Daerah .
Kepala Daerah adalah Waiikota Surabaya .
Sekretaris Daerah Sekretaris Kota Surabaya .
Dinas adalah Dinas Tata Kota dan Permuldman Kota Surabeya,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman
Kota Surabaya .

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknls
Dinas Tata Koie dan Permukiman yang mempunyai tuges

melaksanakan fungsi pelayanan tertentu di bidang tata kota dan
pemmukiman di lapangan .

I

BAB i
TUGAS DAN FUNGS!

Bagian Pertama
Dinas

Pasal 2
Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan
Daerah di bidang tata kota dan permukiman serta melaksanaken
tugas pembaniuan yang dJdiberikan oleh Pemerintah danatau
Pemarintah Provinsi .

Pasal 3

Untuk menyslenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Paseal 2 Peraturan Waliicota ini, Dinas mempunyai fungsi :

a. parumusan kebijaksanaan teknis di bidang tate kota dan
permukiman :

b. pembarian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;



)

pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
pengeiolaan kKetatausahaan dinas ;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberkan oleh Kepala
Dasrah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Bagian Tota Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang ketatausahaan.

Pasal &

Untuk menyelenggarakan tugas sebegaimana dimaksud dalam
Pasal 4 Peraturan Walikots ini, Bagian Teta Usaha mempunyai

fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program,
anggaran dan laporan Dinaa ;

b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan :

¢. pengelolaan administrasi kepegawaian ;

d. pengeloiaan surat-menyurat, dokumentasi. rumah tangga

Dinas, perlengkapan/peralatan  kaentor, kearsipan dan
perpustakaan ;

pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan :

pelzksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang
ketatausahaan .

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibetikan oleh Kepala Dinas

sesusi dengan tugas dan fungsinya.

Pasal &

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk
teknie di bidang umum ;



menyiapkan bahan pelaksanaan rancana program dan petunjuk
teknie di bidang umum;

menyiapkan bahan keordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dah inatansi lain di bidang umum;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
umum;

menyiapkan bahan avaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberican oleh Kepala
Bagian Tata Usaha sesusi dengen tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Hulkum mempunyai fugas :

menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan patunjuk
teknis di bidang kepegawaian dan hukum ;

menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan peatunjuk
teknis di bidang kepegawsaian dan hukum ;

menyiapkan bahan koordinas! dan kerjasama dengan lembaga
dan inatansi lain di bidang kepegawsian dan hukum ;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
kepegawaian dan hukum ;

menyiapkan bahan avaiuasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Bictang Tata Ruang
Fasal 7

Bidang Tatza Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang tata ruang.

Pasal 8

Uniuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 Peraturan Waliicta ini, Bidang Teta Ruang mempunysi

fungsi
2. penyustnan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata

ruang ;



pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
iata ruang;

pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang tate ruang ;

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program dan petunjuk teknis di bidang tete rueng ;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
pelaksanaan tugas-tugas ain yang diberikan oleh Kepala Dinas
seausi dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyal tugas

menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk
teknis di bicdang perencanaan tata ruang ;

menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk
teknis di bidang perencanaan tata ruang ;

menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instanai inin &i bidang perencanaan tata ruany ;

menyiapkan bahan pengawasanh dan pengendalian di bidang
parencanaan tata ruang ;

menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas:

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Tata Ruang seausi tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas :

menylapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk
teknis di bidang pemanfaatan tata ruang ;

menyiapkan hahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk
teknis di bidang psmanfaatan tata ruang ;

menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instensi lain di bidang pemanfaeten tata ruang ;

meanyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
pemanfaatan tata ruang ;

menyiapkan bahan evajuasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;



f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Tata Rueng seauai dengan tugas dan fungsinya.

Hagian Keempat
Bidang Permukiman

Pasal 10

Bidang Permukiman mempunyai lugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang permukiman.

Pasat 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Permukiman mempunyai
fungsi :

penyusunan fencana program dan petunjuk teknis di bidang
permukiman ;

pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bkiang
permukiman ;

pelaksanaan koordinazi dan kerjasama dengan lembaga dan
inatansi iain di bidang permuldman ;

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang
permukiman ;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fugas ;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan ¢leh Kepala Dinas

sesusi dengan tugeas den fungainya.

Pasal 12

{1) Seksi Program dan Perencanaan mempunyai tugas °

b.

C.

menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk
teknis di bidang program dan psrencanaan;

menyliapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk
teknis di bidang program dan perencenasn;

menylapkan bahan koordinasi dan keriasama dengan lembaga
dan inatanyi lain di bidang program dan psrencanaan ;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang

Program cen perencanasn ;



€. menyiaplan bihon eva'dasi dan pelaporan pelaksanaan tugas |

f. melaksanaiin tugas-fugas lsin yang diberikan oleh Kepala
Bidang Permukirman sssusi dengan tugas dan fungsinya.

(2} Seksi Pelaksanaan dan Pengewasan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penylsunan rencana program dan petunjuk
teknis di biviang peisksanaan dan cengawasen ;

b. menyiapkan bahan peleksanaan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang polaksanaan dan pengawasan :

¢. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain di bidang pelaksanaan dan pengawasan ;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
pelaksanaan dan pengawasan ;

€. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian K=lima
Bidang Pemewan dan Pengukuran

Pasal 13
Sidang Pemctaan dan Pengukuran mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemetasn dan
pongukuran.

Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 Poraturan Walikota ini, Bidang Pemetaan dan
Pengukuwran memgunyai fungsi

a. penyusunan fencana program danh petunjuk teknis di bidang
pemetaan dan peng_ukuran ;

k. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
pemetaan dan pengukuran ;

¢. pelaksanaan kocrdinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instanei lain di bidang pemetaan dan pengukuran ;

d. pelaksanasn pengawasan dan pengendalian di bidang
pemetaan dan pengukuren ;



©. pelaksanaan evaiuasi dan pelaporan pelaksanaan tugas .

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesual dengan tugas dan fungsinye.

Pasal 15

{1) Seksi Pemetaan mempunyai tugas |

a.

menyiapkan tahan penyusunan rencana program dan petunjuk
teknis di bidang pometasr. |

menyiapkan bahan  peiaksanaan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang pemetasan ;

menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instensi Iain di bidang permetaan ;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
pemetaan ;

menyiapkan bahan evaluasi dan petaporan pelaksanaan tugas.
mefaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pametaan dan Pengukuran sesuai dengan tuges dan
fungsinya.

(2} Seksi Pengukuran mempunyai tugas

menyiapkan bahan  pehyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bideng pengulkuran ,

menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
petunjulk teknis di bidang penguiuran ;

menyiapkan banarn koordinasi dan Kenasama dengan lembaga
dan instansi lain di bkdang porrgukuran ;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
pengukuran !

menyiapkan bahan evaiuasi dan pelaporan pelaksanaan tugas:

melaksanakan tugas-hugas lain vang diberikan oleh Kepala
Bidang Pemetaan dan Pengukuran sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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Bagian Keenam
Bidang Tata Bangunah

Pasal 16

Bxdang Tata Bangunan meinpunyal tugas malaksanakan sebagian
tugas Dinaa di bicdang tata bangunaen.

Rasai 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 Peraturan Walikota ini, Bidang Tata Bangunan
mempunyai fungsi :

penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
tata bangunan ;

pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
tatm bangunan ;

pelaksanaan koordinasi dan kefjasama dengan lembaga dan
inatansi lain di bidang tata bangunan ;

paiaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan ;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sasuai dengan tuges dan fungainya,

Pasal 18

{1} Seksi Perizinan Bangunan mempunyai tugas :

menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
patunjuk teknis di bidang perizinen bangunan ;

menyiapkan bahan pelaksanaan rencaha program dan
petutiuk teknis perizinan bangunan ;

menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan inatansi lein di bidang perizinan bangunan;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang
perizinan bangunan

menylapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas

-
]
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f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Tata Bangunan sesuai dengen tugds dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bideang pengendalian bangunan ;

b. menyiapkan bahan pelaksansan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang pangendalian bangunan ;

¢. manylapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan inatanai fain di bidang pengendslian bangunarn ;

d. menylapkan bahan pengawasan dan pengendalian tugas di
bidang pengendalian bangunan ;

8. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelalcsanaan
fugas;

f. melaksanakan fugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Teta Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB Il
TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya. Kepala Dinas berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melsalui Sakretaris
Daerah .

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
dalam melaksanakan tugas berada ci bawah dan berlanggung

jawab kepada Kepala Dinas .

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha .

Sefiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melakaanakan tugas berada di bawah dan beranggungiawab
Kepada Kepala Dinas .

Sotiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang masing-masing ;

Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau
sebaliknya secara administratif dilsicsanakan melalui Bagian Tate
Usaha.
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Pasal 20

Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan
eparnt pelaksans dan stef Dinas .

Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip
koordinasi, intagrasi, sinkronisasi dan simplifikasi beik dalam
lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang tarkait .

Kepala Bagian Tata Usaha. Kepala Bidang. Kepala Sub Baglan
den Kepala Sub Bidang harus melakeanakan prinaip-prinaip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesual dengan
bidang tugasnya masing-masing .

Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha. Kepala Bidang, Kepaia
Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab
memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya
sarta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang
Jabatannya masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas mempunyai
kegiatan .

Ketentuan lebih {anjut mengenai kepiatan Dinas diatur dengan
Keputusan Kepala Deerah .

RAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Paraturan Watikota ini mulal berlaku

a.

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2001 teniang
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota Kota Surabays
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 28/D2) ;

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Rincisn Tuges den Fungei Dinas Bangunen Kota Surebaya
{Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 45/D2) .

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
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Pasal 23
Peraturan Walikota in1 mulai berlaku pada ianggal diundangkan.

Agar setiap crang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dargan penempatannya deiam Berita Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabava

-y

WALIKOTA SURABAYA
ttd

BAMBANG DWIHARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
SUKAMTO HADI,
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 20C5 NOMOR 24/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

[l " .
5 __\
A
N T

MADISISWANTO ANWAR
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